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Abstract
The investigators role of dt"ugs unit in blood sample analysis of evidence criminal
narcotics and psychotropic, the prccass ofexamination of blood samples based on
the Heallhy Minister Decision No.923/Menkes/SK/X/2009 on Technical Guidelines
for Laboratory I vettigatio Narcotic Drugs and Psychotropic. The impletnenlation
of role,lounded obstacle is: cohstraints on eridentiary analysis of blood samples in
case oJ narcotic and psychotropic crime, afiofig othe$: investigators rtere give 4
days, investigatot's here have diffcullies because the examination ofblood samples
must be made alforensic laboratoO) in Jakarta, v)hich takes a lotrg tine especially d
condilions are unfavorable, limiled personnelfrom Lanpung Regional Police Drug
Unit; legal culturc ofsociety, people seem less concernedwith the abuse ofnarcotics.
The powerlorensic results ofblood samples as tuailprooflool.
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Kejahatan narkotika menyebabkan
keresahan bagi masyarakat, sehingga untuk
menekal peredaran dan penyalahgunaaa
narkotika dilakukan dengan berbagai cara
salah san-rnya adalah dengan menangkap dan
menghukum si pengedar rnaupun si pemakal
narkotika. Untuk menetapkan seseomng
sebagai tersangka harus sesuai dengan
prosedur yang ada yaitu dengan
mempedBtikan alat-alat bukti, salah satu yang
dapat dij adikan alat bukti untuk menetapkan
seseorang adalah seomng pemakai narkotika
dan psikotropika dalah asil pengambilan
sampel darah dari si pemakai, hasil
pengambiian sampel darah ini dapat
dimasuk*an dikategorikan sebagai alat bukti
surat. Pelaksanaan pembuktian sampel darah
bagi pelaku tindak pidana narkotika dan
psikotropika dilakukan oleh unit ldrusus yang
dibentuk oleh Kepolisian Daerah Lampung
yaitu Unit Narkoba Polda Lampung.
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I, PENDAHULUAN
Salah satu tujuan Negara Kgsatuan
Republik Indonesia dalah memajukan
kesejahteraan umum. salah satunya dalah
pelayanan negara dalam bidang kcsehatan,
sehingga diperlukal adanyakctersediaan obat-
obatan bagi masyarakat yang membutuhkan
dan salch satu jen is dari na*or ika mcrupakan
obat  pengh i lang rasa  sak i t .  Mcsk ipun
narkotika sangat bermanfaat dan dipcrlukan
untuk pengobatan dan pelayanan keschatan
bagi masyarakat, namun apabila
disalahgunakan tau digunakan tidak sesuai
dengan s tanda r  pcngobatan  akan
menimbulkan akibal yang sangar mcrugikan
percrangan maupun masyarakat, khususnya
gencrasi muda, bahkan dapat menimbulkan
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan
nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhimya
dapat melcmahl(an kctahanan asional.
Contoh kasus pengguoaan samp€l darah
scbagai bukti permulaan dalam menetapkan
scbagai tersal gka penyalahgunaan narkotika
adalah penangkapan terhadap "X" yang
dilakukan oleh aparat Poltabes Bandar
Lampung di wilayah Teluk Bctung Utara pada
tanggal I2 Juni 2008. Pada saat ditangkap')c'
Lcdapatan r enyimpan narkorika jenis heroin.
kcmudian untuk mcmbuktikan bahwa "X"
adalah pemakai narkotika Polisi melakukan
pcngambilan samp€l damhunhrk dic€k apakah
di dalam dambnya mcngandungnarkotika ar u
tidak (Radar Lampung, l2 Juni 2008).
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tcntang Kitab Undang-Undang Hul:um Acam
Pidana (KUHAP), mulai bcrlaku sejak
diundangkan pada tanggal 3 I Desembcr l98l
yang tertuang dalam Lembaran Negara No.
76 Tahun 1987 dan penjclasan dalam
Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indones ia  No.  32 .  Pasa l  184 ayat  (1 )






Aturan yang bcrkaitan dengan sistem
pcmbuktian mempunyai peranan yang saogat
penting di dalam proses pidana. terutama
dcngan hal-hal yang berkaitan dengan alat
buki.
Pada proses penyidikan, penyidik
melakukan scrangkaia[ t indakan yang
diperlukan gtura mcndapa*an barang-barang
bukti yang nantinya dapat diajukan sebagi alat
bukti. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa
tcNcbut tcmyata bukan peristiwa pidana atau
pcnyidikan dihentikan demi hukum maka
pcnyidik berwenang untuk menghentikan
proses pcnyidikan, begitu juga sebaliknya
apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan
pcristiwa tersebut mcrupakan tindak pidana
maka pcnyidik akan mclanjutka[ proses
penldikan hingga selesai s€fia membuat berita
acara (pembcrkasan petkara) yang kemudian
untuk diserahkan kcpada penunfut umum.
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Dalam proscs pidana terkadang suatu
perkara mengalami kesulitan untuk
mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak
karena kumngnya bukti-bukti yang ada, atau
juga buktlbukti yang ada kurang mendukung
untuk menyelesaikal1 perkara tersebut,
sehingga terkadang aparatur penegak hukum
ditunhrt unhrk bekeda lebih merdetail sehingga
tercapai suatu keputusan yang benar-be[ar
mendekati kebenaran material atau sempurna.
Mengingat suatu kejahatan yang
dilala*an senantiasa agar tidak diketahui oleh
orang lain maka yang morjadi kendala di dalam
proses pidana biasanya adalah faktor
keterbatasan lat-alat bukti yang didapatdi
dalam proses penyidikan sehingga terkadang
penuntut umum mengembalikan berkas
perkara kepada pihak pcnyidik untuk
disempumakan karena apabila diteruskan ke
tingkat Pengadilan dimungkinkan timbul suahr
keadaan dimanatidak ada satupun alat-alat
buldi yang dapat mcnerangkan secara lang*mg
mengenaipcrbuatan yang dituduhkan.
Dari alat-alat bukti yang ada hanya dapat
menerangkan pcrbuatan atau peristiwa-
peristiwa tertentu saja. Sehingga dalam hal ini
hakim harus mengolah alat-alat bukti yang ada
guna ditarik kesimpulan kebenarannya
berdasarkan keyakinan menjadi suatu
kepastiafl yang logis atas fakta-fakta yang ada
dari suatu peristiwa atau mengembalikan
berkas perkara ke Kejaksaan untuk
disempumakan.
Berdasarkan latar belakang tercebut di
atas, maka permasalahan yang akan
dikemukakan adalah :
l. Bagaimanakah pemn Unit Narkoba
terhadap analisa pembuktian sampcl damh
dalam perkara tindak pidana narkotika
dan psikotropika ?
2. Apakah yang menjadi kendala Unit
Narkoba terhadap analisa pembuktian
sampel darah daiam perkara tindak pidana
narkotika dan psikohopika ?
3. Bagaimana kekuatan hukum hasil
Iaborato um kriminal sampel darah




Sccam umum yang dimaksud dengan
Narkotika adalah sejcnis zat yang dapat
mcnimbulkan pengamh tertentu bagi omng-
orang yang menggunakannya, yaitu dengan
cara memasuklGn ke dalam tubuh (M. Taufik
Makaro, dkk, 2004:16). Menurutketentuan
Pasal I ayat (l) Undang-Undang No.22
Tahun 1997 tentangNarkotik4 mendefinisikan
Narkotika dalah zat atau obat yang bemsal
dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis
nuupun scrni sintctis lang dapatmenyebabkan
pcnurunan atau perubahan kesadaran,
h i langnya .asa .  mengurang i  sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
nlcnimbulkan ketergantwgan.
Pengcrtian memrut sebuah artikel yang
bcrasal dari pusat informasi dan konseling
yang bemama warung saHIVa, Narkotika
bcrasal dari bahasa Ingggris narcotics y^ng
artinya obat bius. Narkotika adalah bahan
yang bcrasaldari 3 j en is tanarr,an Papapet
Somniferum (Can'&)), Erythroryion coca
(kokain\ dan cannabis satrvd (ganja) baik
mumi maupm bentuk camptnan, yang dimarn
cara kcrjanya mcmpengaruhi susunan syaraf
yang dapat membuat kita tidak merasakan
apa-ap4 bal*an bila bagian tubuh kita disakiti
sekalipun.
Bcrdasarkan pengenian dari Undang-
Undang .lan artikel di atas dapal dikctahui
bahwa narkotika merupakan obat-obatan
yang torbuat dari zat-zat campuran bahan-
bahan p ilihan tertentu dan diolah sedemikian
rupa, yang apabila disalahgunakan
pengguaarnyadalatmenimbulkanpcnurunal
kesadaran diri karena terbius, penurunan
kondisi tubuh karena efelcrya mempenganrhi
susunan syamfpusat, dan dapat menimbulkan
kcterganturgan.
Jcnis-Jenis Narkotika
Jcnis narkotika telah diatur di dalam Pasal
2 ayat (2) UU No.22 Tahun 1997 tentang
Narkotika, terdapat 3 (tiga) golongan, yaitul
L Narkotika Golongan I adalah :narkotika
yang hanya dapat di pergunakan untuk
tu_juan pengembangan ilmu pengetahuan
dan tidak dipergunakan dalam tempi, serta
mempunyai potensi sangat inggi yang
mengakbatkan ketergantrngan.
2. Narkotika Golongan II adalah :narkotika
yang berkhasiat untuk pcngobatan yang
dipergunakan sebagai pilihan terakhir dan
dapat dipergunakan sebagai terapi dan atau
untukpengembangan ilmupcngetahuan
serta mempunyai potensi t inggi
menyebabkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah :narkotika
yang berkhasiat untuk pengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan atau
tujuan pengembangan ilmu pcngetahuan
serta mempmyai potensi ringan yang dapat
mengakibatkan ketergartungzul.
Berdasarkan uraian jenis-jenis narkotika
di atas, schingga dapat dikctahui bahwa
narkotika digolongkan mcnjadi 3 (tiga)
golongan, dimana narkotika tersebut
dipergunakan untuk pcngembangan ilmu
pengetahuatr dalam bidang pengobatan,
seh ingga apab i la  d isa lahgunakan
penggunaannya d pat menimbulkan efek
terlenlu dan mengakibatkan si pcmakai
mcngelami ketergantrmgan.
Pcngertian Psikotropika
Menurut Pasal I angka (l) Undang-
Undang No.5 Tahun 1997, pcngortian
Psikohopika dalah zat atau obat, baik alamiah
maupun sistetis bukan narkotika, yang
berktasiat psikoalrtif melalui pengaruh sclekif
pada susunan sarafpusat yang menyebabkan
pcrubahan khas pada aktivitas mcntal dan
perilaku.
Berdasa*an pengertian Pasal I angka( ,
tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa
pengefiian Psikohopika adalah : (a) zat atau
obat baik alamiah maupun sintetis ya.ng bukan
termasuk narkotil€; (b) berkhasiat psikoaktif
melalui pengaruh selekifpada susunan syaraf
pusat; dm (c) menyebabkan pcrubahan khas
pada aktivitas mertal dan perilaku.
Parun I'enlidik Unit Na*oha Terhadap Analisa Penbuktian Sanpel Darch.... (Banbang Hartono) 3
Jetris-Jenis Psikotropika
Jenis-jenis Psikotropika telah diatur di
dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5
Tahun 1997 tentalg Psikotopika, terdapat 4
(empat) golonga4 yaitu:
1. Psikotropika Golongan I adalah
Psikohopika yang hanya digunakan dalarn
terapi, serta mempunyai "potgnsi amat
kuat" yang menimbulkan sildroma
2. Psikotropika Golongan II adalah
Psikotropika yang berkhasiat untuk
pengobatan dan dapat digunakal dalam
terapi dan/atau untuk tujuan ilmu
pengetahuan.sertamempunyai potensi
kuat" yang menimbulkan sindroma
LFtdo,hhrndrn
3. Psikotropika Golongan ll l  adalah
Psikotropika yang berkhasiat untuk
pengobatan dan digunakan dalam terapi
dar/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan,
serta mempunyai "potensi sedang" yang
menimbulkan sindroma ketergantun gan.
4. Psikotropika Golongan IV adalah
Psikotropika yang berkhasiat untuk
pengobatan dan digunakan dalam terapi
dar/atau untuk tujuan ilrnu pengetahuan,
seta mempunyai potensi ringan yang
menimbulkan sindroma keteBantungan
Berd  asark  an  ura ian  jen is - jen is
Psikotropika diatas. sehingga dapar dik elalui
bahwa Psikotropika digolongkan menjadi 4
(empat) golongan, dimana Psikotropika
tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dalam
bidang pengobatan yang apabila
penggunaannya disalahgunakan dapat
menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu
terhadap si pemakai serta dapat
mengakibatkan ketergantmgan.
Drsar Hukum Tindak Pidana Narkotika
Ketentuan pidana dalam tindak pidana
narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No.35 Tahun 2009 tercanhun dalam
Pasal l l-120. Pasal 1l I Undang-Undang
No.35 Tahun 2009. vaitu:
( | ) setiap orffg yang tanpa hak alau melawan
hukum mena.narn, memelihar4 memiliki,
menyimpan menguasai. rau menyalial<an
Narkotika Colongan I dalam bentuk
tanamar4 dipidana dengan pidana penjara
pating singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp.800.000.000.00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp.8.000,000.000,00 (delapan
miliarrupiah)
(2 )Da lam ha l  perbuatan  menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan arkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
beratnya melebihi I (sato) kilogran atau
melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku
dipidana dengan pidana penj ara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkar
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahm dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (,.,
ditambah l/3 (sQertiga).
Pasal 112lru No.35 Tahun 2009 i
( I ) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
huklun memiliki. menyimpan. rengrrasai.
atau menyediakan Na*otika Golongan I
bukan taraman, dipidana dcngan pidana
penjara paling singkat 4 (empo tahm dln
paling lama 12 (dua belas) tahun dan
p idana  denda  pa l inB  sed ik i t
Rp.800.000.0o0.00 (delapan ratus jutx
rup i r l r t  dan  pa l ing  b i rnyuk
Rp.8.000.000.000.00 (delapan milrrr
rupiah).
(2) Dalan halperbuatan memiliki, menlmpa4
menguasai, atau menyediakan Narkot ika
Colongtur I bukan l3nm..rn scb;5ainr,rrru
dirnakud pada yar { | ) hentnyr melcl)r, u
5 (l ima) gram. pelaku dipidana dcng:rrr
pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluhl tahun dan
pidana denda maksimunr sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditanbdh l/3
(sepertiga).
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Pasal 113 Undang-Undang No.3 5 Tahun
2009:
( I ) Setiap orurg yang tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, mengimpor,
mengekpor, atau menyalurkan Narkotika
Golongan I, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima bclas) tahun dan
pidana denda paling sedikit
Rp- I .000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp. I 0.000.000.000,
00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Dalam hal pcrbuatan memprodukst,
mengimpor, mengekspor, atau
menyalurkan Narkotika Golongan I
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dalam bentlrk tanaman beratnya melebihi
I (satu) kilogam atau melebihi 5 (lima)
batang pohon atau dalam bentuk bukan
taoaman bemtnya melebihi 5 (lima) gI"Jr\
pelaku dipidana dengan pidana mati,
pidana penjam seumur hidup, atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditambah l/3
(sepertiga).
Pasal I 14 Undang-UndangNo.3s Tahun
2009 |
(l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawao
hukum menawall@n u tuk dijual, menjuai,
membeli, mcnerima, mcnjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I,
dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjam paling singkat
5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (sanr miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan wrtuk
dijual, menjual, membeli, menjadi
peranlara dalam jual beli. mcnukar.
menycmhkan, atau mcnerima Narkotika
Golongan I sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) yang dalam bentuk taraman
ber:atnya melebihi I (satu) kilogram atau
melebihi 5 (tima) batang pohon atau dalam
bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)
gnm, pclaku dipidana dengan pidana mati,
pidana penjara seunur hidup, atau pidana
penjampaling singkat 6 (enam) tahun dalr
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimBm sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditambah l/3
Gepcrtiga).
Pasal l15 UU No.35 Tahun 2009 :
( I ) Setiap o|ang yang tanpa hak atau melawan
hukummembaw4 mengirim, mengangkul,
atau menhansito Narkotika Golongan I,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan pidana denda
pa l ing  sed ik i t  Rp.800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp.8,000.000.000,00 (delapan
miliar nrpiah).
(2) Dalain hal pe6uatan membaw4 mengirirq
men gangkut, atau mcntransito Narkotika
Golongan I sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ) dalarn bentuk tanaman be€mya
melebihi 1 Gahr) kilogmrn atau melebihi 5(lima) batang pohon bcratnya melebihi 5
(lima) $am, pelaku dipidana dcogar
pidana penj ara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditambah 1/3
(sepertiga).
Pasal I I 6 UU No.3 5 Tahun 2009 :
( I ) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menggunakan Narkotika
Golongan I terhadap omng lain atau
mcmberikan Narkotika Golongan I untuk
digunakan orang lain, dipidana dengan
pidam penjara paling singl@t 5(lirna) tahun
dan paling lama 15 (lima bclas) tahun dan
p idana dcnda pa l ing  sed ik i t
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)
dan paling baryak Rp. I 0.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah)
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(2) Dalam hal penggunaatr narkotika terhadap
orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan I untuk digunakan orang lain
s€bagaimana dimaksud pada ayat (l)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat
permanen, pelaku dipidana dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjampaling singkat 5(ima) ahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum scbagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditambah 1/3
(sepertiga).
Pasal | 17 Undang-UndangNo.3s Tahun
2009 :
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawar
hukum memiliki, menyimpan. menguasai,
atau menyediakan Na*otika Golongan tr,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama I 0
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalarnhalpqbuatanmerniliki,menyimparq
menguasai, menyediakan Narkotika
Golongan II sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) bemtnya melebihi 5 (lima) grdnr
pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun danpaling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda maksimum sebagaimana dimaksr:d
pada yar (l) ditambah I 3 {sepcrtiga;.
Pasal l8 Undang-Undang No.35 Tahun
2009 :
(l) Setiap onng yang tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, mengimpor,
mengekpo4 atau menyalurkatrNad<otika
Golongan lI, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (ernpa| tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar
rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi.
mengunpor,mengcksporFlau menlalud<au
Narkotika Golongan ll sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi
5 (lima) gram,pelaku dipidana dengan
pidana mati, pidaoa penjara seumurhidup,
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun
dan pidana denda maksimum
dimaksud pada ayat (l) ditambah 1/3
(sepertiga).
Pasal I 19 Undang-Undang No.35 Tahun
2009 :
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hulqm m€nawa*an untuk dijual, menjual,
mcmbeii. menerima. mcnjadi pcranura
dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan tI,
dipidana dengan pidana pcnjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling larna
12 (dua belas) tahun dan pidana denda
pa l ing  sed ik i t  Rp.800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling
baryak Rp.8.000.000.000,00 (delapan
mi[ar nrpiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima,
men jad i  perar ta ra  da lam jua l  be l i .
menukat ataumenyerahkanNarkotika
Golongan II sebagaimana dimaksud pada
ayat ( l) bemtnya melebihi 5 (tima) grarl,
pelaku dipidana dengan pidana mati,
pidana penjara seumw hidup, atau pidana
penjara paling singkat 5 Qima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana




(l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukttrnmembawa, mengirirr!mengangku!
atau mentransito Narkotika Golongan II,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama I 0
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 oirna miliar rupiah).
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(2) Dalarn hal perbualan membaw4 mengirinr,
msngangkut atau menfansito Narkotika
Golongan II sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) beratnya melebihi 5 (tima) gram
maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).
Berdasarkan uraian di atas, dapat
diketahui bahwa sistem penerapaD sanksi
pidana dalam Undang-Undang No.35 Tahun
2009 tentang Narkotika secara substansial
menganut dua metode yakni I pertama,
penggolongan jenis n^tkotlka, kedua, cara
melalekan perbuatan, menyimpar4 memiliki,
membawa, menggunakan, mengedarkan,
secam tidak sah. Unnrk menimbulkan efekjera
terhadap pelaku penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika, diatur msngenai pemberatan sanksi
pidana, baik dalam bentuk pidana minimum
khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun,
pidana penjara seumur hidup, maupun pidana
mati. Pemberatan pidana tcrsebut dilakukan
dengan mendasarkan pada golo[gan, jenis,
uleran, dan jumlah narkotika.
Peran Penyidik Unit Nsrkoba Terhadap
Analisa Pembuktian Ssmpel Darah dalam
Perkara Tindak Pidana Narkotika dan
Psikotropika
Penyidik dalam Pasal I ayat (l) Kitab
Undalg-Undang Hukum Acara Pidana dalah
Pejabat Polisi Negam Republik Indonesia tau
Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undangr.udang
untuk melakukan pcnyidikan. Definlsr
penyidikan dalam Pasal I ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yainr
serangkaian tindakan pcnyidik dalam hal
mcnurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini uffirk mencari scrta mengunpulkan
bukti, yang dengan bulrri itu membuat terang
tentang tindak pidana yang tcrjadi dan gura
menemukan tersanskanva.
Penyidikan merupakan tugas dari pihak
kepolisian dimana polisi diharuskan untuk
mcngumpulkar bararg buki yarg sclengkap-
lcngkapnya. Pada tahap ini polisi mcmpunyai
wewenang seperti yang diatur dalam Pasal T
ayat { I ) Kitab Undang-Undang Huktun Acam
Pidara (KUHAP), yaitu:
L Menenma laporan atau pcrrgaduan dari
seomng tentang adanya tindak pidana;
2. Melalekan tindakan pertama pada saat di
tempat kcjadian;
3. Menyuoh berhenti seorang tcniallgka dan
memerika tanda pengenal diri tcrsangka;
4. Melakukan penangkapal, penahanan,
penggeledahan dan penltaan;
5. Melakukan pemcriksaan dan penyitaan
surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret
seseoraog;
7. Memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tcrsangka tau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
pemerikaan perkara;
f . i4engadakan penghentianpenyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain mcnurut
hukum yang beflanggung jawab.
Bahwa proses penyidikan juga
didasarkanpada kctentuan dalam Pasal I butir
ke (9) Undang-Undang No.2 Tahun 2002
tenrang Kepolisian Republik lndonesia.
dirnam penyelidikan merupakan serangkaian
tindakan pcnyidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menenhrkan dapat
atau tidaknya dilakukan penyidikan mcnuut
cara yang diatur dalam undang-undang.
Sclanjutnya di dalam Pasal I butir kc (111,
dinyatakan bahwa penyidikan adalah
serangkaian tindatan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatru dalam urdang-
undang untuk mencari serta mengumpulkan
bukti, yang dengan bukti itu membuat erang
tentang tindak pidana yang tedadi dan guna
mcnemukan teNangkanya.
Dalam proscs pcnyidikan terhadap
adanya dugaar tindak pidana sesuai dcngan
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Pasal I 3 Undang-Undang Kepolisian, bahwa
tugas pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalah :




dan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian di dalam Pasal 4 Undang-
Undang Kepolisian Ayat ( 1 ) huruf(g) bahwa
dalam melaksanakan rugas pokok sebagai
dimaksuddalamPasal 13,KepolisianNegam
Republik Indonesia bertugas melakukan
pcnyelidikan dan penyidikan tertndap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan peraturan perundang-undangan
lannya
Dalam rangka menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud alam Pasal 3 dan
14 dibidang proses pidana, menurut Pasal 16
ayat  ( l )  Undang-undang Kepo l is ian ,
Kepolisian Ncgara Republik Indonesia
bcrwenang untuk :
l. Mclakukan penangkapan, penahanan,
penggeledalun danpenftaan;
2. Mclarang setiap orang meninggalkan atau
memasuki tempat kej adian perkara untuk
kcpotingan penfidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang
kepada penldik dalam mngka penldikan;
4. Menlmrh beftsnti onng yang dicudgar dar
mcnanyakan serta memeriksa tanda
pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan
sumt;
6, Mcmanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tenangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan
dalam hubugannya dengan pemeriksaan
perkara;
Mengadakan penghentian penyidikanl
Menyerahkan berkas perkara kepada
penrmtrt umurn:
10. Mengajukan prmintaan secara langsung
kcpada pejabat im igrasi yang berwenang
di tcmpar pemcriksaan imigrasi dalam
keadaan mcndesak atau mendadak untuk
mencegah atau menangkal orang yang
disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan
penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan
penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut wnum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab.
Untukkepentinganpenldikarq penldik
dapat melakukan penangkapan terhadap
seorang yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti permulaan yang
cukup, penangkapan dilaksanakan oleh
petugas Kepolisian Negara Rcpublik
Indonesia dengan mcmperlihatkan surat ugas
serta memberikan kepada tersangka surat
perintah penangkapan yang mcnentukan
identitas tersangka dan menyebutkan alasan
penangkapan serta uraian singkat perkara
kejahatan yang dipersangkakan selta tempat
ia diperiksa dan dalam hal tertangkap tangan
dugaan penangkapan dilakukan tanpa surat
perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap
harus segera menyerahkan tertangkap beserta
barang bukti yang ada kepada penyidik
pembantu terdgkat, penangkapan hanya dapat
dilahkan untuk paling lama I hari, sedangkan
di dalam kasus narkotika seseorang bisa
ditangkap aling lama 2 x 24jam.
Selaku Penyidik UnitNarkoba, bahwa
di dalam melakukan kegiatan penyidikan
diperlukan suatu buki permulaan yang cukup,
yaitu alat bukti untuk menduga danya suatu
tindak pidana dengan mensyaratkan midmal
adanya laporan Polisi atau pengaduan
ditambahsalah satu alatbukti. Hal tersebut
tentunya berkaitan dengan beban pembuktian
yang telah disyamtkan undang-undang dalam
hal ini yakni minimal 2 alat bukti. SE €rti yang
diketahui beban pembuktian pada dasamya
ada pada penyidik, dimana dapat memenuhi
syarat kclengkapan berita acara harus
didasarkan pada aturan urdang-undang yaflg
berlakq dalam hal ini tenhrnya mengacu pada
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Penyidik memerlukan satu bukti
perrnulaan yang disertai adanya laporan
sehingga dengan demikian dapat dilakukanr
diteruskan sebagai t ndakan lanjutan. Adapun
metode peryidikan adalah metode yang telah
ditetapkan berdasarkan undang-undang,
dimana metode tersebut diperlukan untuk
mendapatkan suatu pembenaran dari alat-alat
bukti yang didapat untuk dijadikan bahan
pembuktian oleh Jaksa dipersidangan. dari
metode terscbut Hakim dapat diyakinkan
sehingga putusan dapat dijatuhkao terhadap
terdakwa, apakah putusan yang
membebaskan terdakwa dari tuntutan atau
putusan yang menjeratnya-
Berdasarkan uraian tersebut dapat
dianalisis bahwa bukti permulaan yang cukup
yaitu dengan adanya laporan atau pengaduan
ditambah satu alat bukti sudah merupakarl
suatu penafsiran yang sesuai dengan kctcntuan
Undang-Undang Hul-um Acara Pidana, yaihl
Pasal 106 dan Pasal 183 ayat (1) KUHAP
Dari hal tersebut bahwa untuk
k?entingan pembuktiaq penyidik berupaya
sedapat mungkin memenuhi kgtentuan yang
diisyaratkan undang'undang. Setela} dikctahui
bahwa suahr pgristiwa yang teladi diduga atau
merupakan tindak pidana maka dilanjutkan
dengan k€giatan penyelidikan. Penyelidikan
dilakukan dcngan lujuan unluk mencari
ketemngan-keterangan dan bukti guna
menenhtkan suatu peristiwa pidana. Sasaran
penyelidikan adalah benda-benda atau orang
dan tempat, yang tujuamya untuk mencari dan
mengumpulkan bahan pembuktian. Setelah
cukup bukti maka pcnyidik meneruskan
dengan melakukan penindakan yang dapat
berupa pemanggilan tersangka lau saksi.
penangkapan, penahanan, penggeledah"an dan
p€nyitaan. Setelah melakukan kegiatan
penindakan prosos penyidikan dilanjutkan
dengan pemeiksaan.
Pemerikaan yaihr merupakan kegiatan
untuk mendapadcan keterangan, kejelasan atas
te$angka atau saksi atas barang buki maupun
tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah
terjadi, sehingga kedudukan atau pennan
s€seonng maupun barang bukti di dalam
tindak pidana tersebut m€njadijelas dafl dapat
d i ruangkan  d i  da lam Ber i ta  Acara
Pomerikaan.
Bahwa pemcrikaal sampel darah dalam
perkara tindak pidana narkotika dan
psikotropika didasarkan pada ketentuan Pasal
7 ayat (l) huruf (e) KUHAP dan Pasal l6
ayat (1) huruf(e) Undang-Undang No.2 Tahun
2002, yaitu tentang melakukan pemeriksaan.
Proses pemeriksaan sampel darah
dilaksanakan dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri Kcsehatan Nomor 923l
MenkeysK,Dv2oog tentang Pehujuk TelaN
Labontorium Pemeriksa Narkotika dan
Psikotropika Projustitia.
Setelah darah tersangka diambil oleh
dokter, kemudian darah tersebut dimasukan
ke dalam sebuah tabung fungsinya untuk
mencegah agar darah tcrscbut idak tertukar
dengar darah orang lain. tabung tersebul diberi
nama tersangka oleh tcrsangka scndiri,lalu
dimasukan ke termos dan diberi es serta
discgcl dan dilag untuk di bawa ke Labfor
Mabes Polridengar mc ggunakan mobiJ Potisi
dan juga membawa surat pcrmintaan
pemeriksaan secara laboratorium darl
Direktorat Narkoba Polda ditujukan kepada
Kepala Puslabfor Mabes Polri. Kemudian
proses pemeriksaan darah ditunggu oleh Unit
Narkoba Polda sampai selcsai lalu setelah
diperilsa akan diketahui negatifatau positif
darahnya mengandung narkotika atau tidak
dan bila positif, akan dilihat surat keteraogan
hasil pernerikaan dan surat itu yalg kemudian
dibawa kembali kc Polda sebagai alat buldi
yang akan digunakan dipenidangan.
Berdasarkan uraiafl di atas, dapat
d ikerahu i  bahwa pcran  Pcny id ik  Un i t
Narkoba tcrhadap analisa pembuktian sampel
darah dalam perkara tindak pidana narkotika
dan psikotropika yaitu dengan melakukan
pcmcrikaan di Puslabfor Mabes Polri untuk
mengetahui positif atau negatifnya darah
tersangka sebagai bukti permulaan untuk
memberikan titik terang dan memperkuat
dugaan dilakukarLnya tindzLk pidana.
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Peran Penyidik Unit Narkoba dalam
menganalisa sampel da.ah merupakan
implementasi dari tugas dan fimgsi Penyidik
Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
7 ayat ( I ) huruf (e) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dan Pasal 16 ayat ( I )
huruf(c) Undang-Undang No.2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia,
sclanjumya prosedurpemcriLsaan oleh Tim
Forensik dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923l
Menkes/SK,DV2oOg tentang Petunjuk Tclalrs
Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan
Psikotropika Projustitia.
Kcndala-Kendala Unit Narkoba Polda
Lampung Terhadap Analisa Pcmbuktian
Sampel Darah dalam Perkara Tindak
Pidana Narkotika dan Psikotropika
Dalam melaksanakan hrgasnya selaku
Pcnyelidik maupun sebagai Penyidik, Unit
Polda Lampung menemui bebempa kendala,
diantaranya:
I . Faktor Peraturan Perundang-Undangan
Bahwa dalam peraturannya ya[g
mcngatur masalah narkotika masih ada
kendala, yaitu masalah keterbatasaan waktu,
karena di dalam Pasal90 ayat ( l) Undang-
Undang No.35 Tahun 2009 t€ntang Narkotika
yaihr unhrk keperluan penyidikan, penunhrtan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik
pegawai negcri sipil menyisihlan sebagian
kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika untuk dijadikan sampel guna
pengujian di laboratorium tertentu dan
dilaksanakan dalam waltu paling lama 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam sejak
dilakukan p€nyitaan.
Dari segi waktu penyidik hanya memiliki
waldu yang sedikit, karena untuk proses
pcmbuldian sarnpel damh harus dilakukan di
luar I-ampun& yaitu di I-abfor Mabes Polri, di
mana waktu tempuh yang harus dilalui ke
Jakarta belum lagi kalau musim hujanjalanan
di Jakarta tedadi banjir petugas juga harus
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menunggu giliran untuk pemerikaan sampel
tiarah karcna dari daemh lainjuga mempunyai
kepentingan yang sama, sedangkan penyidik
harus bergerak cepat mengumpulkan barang
bukti guna menjerat p€laku narkotika dan
apabila terlambat atau habis masa
penahanannya, maka ia harus dilepaskan dan
ini sangat berbahaya karenaj ika dikcmudian
hari sudah ditemukan buki-bukti yang akurat
maka lidak ada gunanya lagi karena si
tersangka sudah melarikan diri dan apabila
melarikan diri dia bisa sangat berbahaya karena
dia bisa menanggula.ngi psrbuatarnya l gi dan
yang lebih pamhnya lagi dia bim morgcdarkan
narkotika kepada masyarakat, khususnya
generasi muda, tcntunya ini mcmbahayakan
karena akan menambah daftar pemakai
narkoba.
Berdasarkan uraian di atas bahwa ada
kendala yang dihadapi oleh peryidik yang
salah satunya adalah peraturan tentang
narkotika yaitu Pasal 90 ayat (l) di mana
p€nyidik memiliki waktu yang terbatas untuk
membuktikan seseorang diduga terlibat
narkotika atau tidak, kenyataan di lapangan
waktu yang diberikan undang-undang sangat
terbatas ekali karenajarak e Labfor Mabes
Polri yang jauh, belum lagi apabila ada
hambatan dijalan.
2. Faktor Sumber Daya Penegak Hukum
Direktorat Narkoba Polda memeriksa
sarnpel darah di Labfor Mabes Polri tenhrnya
selamapedalanan banyak personel yang di
bawa ke Labfor Mabes Polri, dengan begin.r
personel yang ada akan berkurang, danjika
sewakhr-waktu akan ada p€nggerebekan kan
sangat sulit dilakukan karena personel yang
ada sangat terbatas, apalagi jika proses
pemeriksaan memakan waktu yang lama,
tentunya ini akan berdampak pada
operasional petugas di lapangan, karena
petugas hanya sedikit, tidak sebanding dengan
kasus narkotika yang setiap saat bisa muncul.
Oleh sebab itu maka perlu adanya
pertamb€lun personel guna mcndukrmg proses
di lapangan. Selain itr-r karena kasus narkotika
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sangat banyak maka perlu ada pcnambahan
penonel. karena dengan personel yarg sedikit
akaD mengharnbat proses penyidikan, selain
hal tersebut di atas terdapat kelernahan dalam
bidang Sumber Daya Manusia, yaitu masih
banyaknya penyidik yang berum
berpengalaman dikarenakan mereka relatif
masih bam menjadi polisi.
3. Faktor Fasilitas
Bahwa fasilitas merupakan pendukung
utana dari proses penyidikan, di mana pada
proses pembuktian sampel darah, penyidik
harus melakukan pemeriksaan darah ters€but
ke Labfor Mabes Polri, hal ini tentunya
menyulitkan penyidik karena mereka harus
selalu ke Jakarta untuk memeriksa samDel
darah.
Ketiadaan sarana dan prasarana tnr
merDang sangat menyulilkan penyidik, di rnana
penyidik harus secepatnya menyelesaikan
kasus tersebut, dimana proses pemeriksaan
sampel darah ke Labfor Mabes polri karena
di Batdar Lampung peralatannya belum
memadai danjuga masalah biaya pe{alanan
tidak bim dipungkiri karenajarakperneriksaan
yangjauh tenhr berdampak pada biaya yang
dikeluarkan oleh penyidik, j ika pemeriksaan
sampel darah dilakukan di Bandar Lampung
tentunya biaya yang dikeluarkan tidak
terlampau banyak, tetapi karena
pemerjksaannya di I-abfor Mabes polri maka
biaya yang dikeluarkan banyak, seperti
pengeluaran untuk transportasi dan biaya
rmtukpcrsonel kepolisian yang ikut msnga\a"I,
apalagijika pe{alanan memakan waktu yang
lama dikarenakan kcmacetan, tetapi karena
narkoba merupakan kejahatan yang luar
biasa, maka biaya mahal tetap harus
dikeluarkan demi pemberantasan narkoba,
dimana pemberantasan arkoba hatus
digalakkan, supaya tidak akan teriadi
kerusakan-kerusakan mental dan fisik
khususnya tcrhadap generasi muda.
Berdasarkan pendapat eEebut di atas,
dapat diketahui bahwa masih banyak sekali
kendala dalam hal fasilitas, yaitu pemerikJaan
mmpel darah anrs dilahrkan di labfor Mabes
Polri, dimana akibat ketiadaan saEna dan
prasarana di Bandar Lampung dan juga
terkadang biaya perjalanan penyidik ke
Jakafia ditang$mg oleh penyidik.
4. Faktor Budaya HuL:um Masyarakat
Bagi sebagian besar masyarakat
Indonesia khususnya di Lampung, kejahatan
dipersepsikan scbagai pcrbuatan yang
mengancam keamanan dan ketentranan
individu atau kelompok Etasyarakat yang
mgnyangkut harta, badan dan nyawa serta
kehomatan manusia terlepas dari apakah
perbuatan tersebut dilarang darl diancam
dengan hukuman atau tidak oleh undang-
mdang.
Terhadap erbuatan-perbuatan tersebut!
warga masy.rakat membcrikan reaksi yang
tgrwujud alam sikap dan tindakan para warga
masyarakat mulai dari pcmbicaraan_
pembicaraan biasa, keluhan-keluhan,
pengaduan dan laporan kepada pihak yang
bcrwenang bahhan sampajpada usaha untul
melindngi diri atau kelompok dengan caranya
sendiri, apabila derajat kescriusan ancaman
kejahatan sudah dianggap sedemikian rupa
membahayakan seperti pencurian atau
perampokan yang d  inya takan sebaga i
kejahatan oleh Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang proses penegakkan
hukumnya berdasarkan KlJtlAp.
Tetapi biasanya masyarakat terhadap
perbuatan pencurian dan pembegalan
(perampokan), walaupun KUFIp dan
KUHAP mengatur perbuatan itu akan
dikenakan hukuman warga masyarakat tetap
mclakukan perbuatan main hakim scndiri,
tetapi terhadap pencuri dan pembegal yang
tertangkap tangan, karena warga masyarakat
menganggap pelaku mengancarn kesclanatan
badan, harta dan nyawa mcreka baik secam
individu maupun sosial, maka warga
masyamkat langsung memberikan reatsi yang
tidakjarang berakibat fatal berupa hilangnya
nyawa si pelaku. Sebalilanya, walaupun suahl
pe$uatan dinyatakan sebagai kejahatan atau
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tindak pidana oleh undang-undang, tetapi
apabila perbuatan teNebut idak mengancam
rasa arrun individu atau kelompok masyamkat,
maka warga masyarakat t idak akan
memberikan reaksi sosial terhadap teladinya
perbuatan tcrsebut.
Narkotika dikenal oleh warsa
masyarakat pada umumnya bulan karena zat
teNebut mengancam keamanan harta, badan
dan nyawa serta kehomatan manusia,
melainkan karena penyalahgunaannya
dinyatakan sebagai tindak pidana oleh
Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentans
Narkolika.
Penyalahgunaan narkotika tau tindak
pidana narkotika yang dinyatakan sebagar
kejahatan oleh Undang-Undang No.35 Thhun
2009, oleh warga masyarakat pada umurmya
tidak dianggap sebagi perbuatan yang
mengancam keamanan harta. badan dan
nyawa serta mengancam kehormatan i dividu
dan kelompok masyarakat, karena itu warga
masyamkat tidak memb€dkan reaksi terhadaD
penya lahgunaan arkotika.
Dengan kata lain dilihat dari kacamata
sosiologis, sebagian besar warga masyar"dkat
Indonesia tidak perduli terhadap
penyalahgunaan narkotika selana hal te$€but
tidak me[yangkut keluarga mereka. Secam
ringkas dapat dinyatakan, bahwa apakah
narkotika dipergunakan dengan benar atau
disalahgunakan oleh seseorang atau badan
hukum, bagi sebagian besar masyarakat di
Kota Bandar Lampung tidak ada sangkut
pautnya dengan omng/ masyamkat lain atau
badan lain yang tidak menggunakan narkotika
tersebut.
Konkrihya, penyalahgunaan narkotika
tidak berpengaruh terhadap sebagian besar
penduduk atau warga negara Indonesla.
Konsekuensi logis dari kenyataan yang
demikian adalal4 bahwa partisipasi aktif warga
masyarakat atau penduduk Indonesia tau
warga negam Irdonesia terhadap enegakan
atau keberlakuan Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika kurang bisa
dihaopkan.
Berdasarkaa uraian di atas, dapar
diketahui bahwa dalam hal penyalahgunaan
narkotika di lapangan, terlihar denganjelas
sebagiar besar anggota masyarakat kota
Bandar Lampung kurang peduli terhadap
penyalahgunaan narkotika yang sebagian bcsar
dilakukan oleh orang-orang yang berdomisili
di perkotaan dan Ermasuk dalam kalegori
warga masyarakat kelas menengah ke atas,
sekalipun penyalahgunaan itu dilihat secara
langsug dan jelas.
Artnya. penyalahgunaan narkotika basi
sebagian besar anggota masyarakar padla
umumnya bukan perbuatan yang termasuk
dalam kategori kejahatan yang
membahayakan, karena itu tidak perlu
ditakutkan apalagi harus mengorbankan
waktu, tenaga dan dana untuk
menanggulanginya,padaumumnyamereka
hanya s€bahs menasebati nggota keluarya[ya
agar tidak menggunakan narkotika.
Kekuata[ Hukum Hasil Laboratorium
Kriminal Sampel Darah Sebagai Alat
Bukti Dalam Perkara Tindak pidana
Narkotika
PeDgertian Pidana
Hukum Pidana adalah pemturan hul:um
mengenar pidaru. Kata pidana berarti hal yang
dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa
dilimpahkan kepada seorang oloum sebagai
hal yang tidak enak dirasakannya danjuga hat
yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Widono
Prodjodikoro, 2003; I ).
Menurut Muladi danBadaNawawiAdef
(2005i2), pidana adalah penderitaan yang
sergaja dibebaokan kepada orang yang
melakr*an perbuaan yang memenuhi syamF
syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh
dalam (Muladi dan Barda Nawawi Arief,
2005:2) rnenegaskan bahwa pidana
merupakan rcaksi atas delik dan ini ben ujud
sua lu  nes tapa yang dengan senga ja
ortlmpatan negarapada pembuat delik itu.
Pidaru sendiri selalu mengandung unsur-unsur
12 PRANATA HUKUM Vohne 6 Nomor I Januari 20tj
3.
atau ciri-cid sebagai beril-ut (Muladi dan
Barda Nawawi Ari€f, 2005:4) :
l. Pidana itu pada hakekatnya merupakan
suahr pengenaan petrderitaan atau nestapa
akibarakibat lain yadg tidak
menyenangkan.
Pidana itu dibcrikan dengan sengaja oleh
orang atau badan yang mempunyai
kekuasaan (oleh yang berwenang).
Pidana itu dikenakan kepada seseorang
yang telah melakukan tindak pidana
menurut undallg-undang.
Mengenai tujuan pidana, untuk
mencegah kejahatan dibedakan antara
istilah prevensi umum dan prevensi khusus
dimana prcvensi umlun dimaksudkan agar
pengaruh pidana tcrhadap masyarakat
umum untuk tidak ficlakukan tindak
pidana, scdangkan prevensi khusus
dimaksudkan agar pcngaruh pidana
Lerhadap tcrpidona itu scndiri. Ini berani
pidanabertujual agar si tcrpidarra berubah
menjadi orang yang lcbih baik dan bcrguna
bagi masyarakat (,"erahi I itd t ion theory).
Selain prercnsi umum dan prevensi
khusus, Van Bernrnelen mcmasukkan juga
"daya untuk mengamankan"
\de be ve iI e i ge nde we r k/18) ke dalam teori
ini. Dijelaskan bahwa merupakan
kenyataan, khususnya pidana pencabutan
kemerdckaan, lebih rnengamankan
masyarakat tcrhadap kejahatan selama
penjahat tersebut berada di da)am penjara
dari pada kalau ia berada di luar penjara
(Muladi dan Barda Nawawi Arief,
2005:16).
3. Teori Gabungan (verenigings lheorieen)-
Menurut cori ini, tujuan pemidanaan
bersifat plural karena menghubungkan
prinsip tujuan dan prinsip pembalasan
dalam sahr kesatuan. Dalam hal ini pidana
darl pemidanaan tcdiri dari proses kegiatan
terhadap pelaku tindak pidana, yang
dengan suatu cara tertentu diharapkan
dapat mengas imi las ika n kembali
narapidana ke masyarakat. Secara
serentah masyarakat mcnuntut agar kita
memperlakukan i dividu tersebut juga
dapat memuaskan permintaan atau
kebutuhan pembalasan. Selanjutnya
diharapkan bahwa perlakuan tersebut
dapat menunjang tujuan-tujurm (Muladi
dan Barda Nawawi Aricf, 2005: l7).
Berdasarkanpendapat-pcndapat di as,
dapat diketahui bahwa di dalam pidana
mengandung ursur-tmsur yaitu pidana ihl pada
hakekitnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa kibarakibat larn
yang tidak moryorargkar, pidana itu diberikan
Adapun tcori{eori tentang pidana dapat
dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teorr
sebagai berikut :
I . Teori Absolut (Relrirrlrr.
Menurut teori ini, pidana merupakan
akibat mutlak yang harus ada sebagai salah
saru pembalasan kepada orang yang
melakukan kcjahatan (4 uia peccatuh set),
dimana dasar pembenaran dari pidana
terletak pada adanya atau terjadinya
kejahatan.
Mcnurut Johanes Andcnaes, tujuan
ut^rna lpr inur\ dai prdana menurul eori
absolut adalah unruk memuaskan hrntutan
keadilan(to satisfy the claims ofiustice\
sedangkan pengaruh yang mengunhmgkan
adalah sckurder (Muladi dan Barda
NawawiAricf, 2005: l3).
2. T eot r Relalif (U t i l a r i an).
Menurut teori ini pidana bukan
sekedar melakukan pembalasan atau
pengimbalan kcpada orang yang telah
melakukan suaru rindak pidana. le(api
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang
b€rmanfaat dimana dasar pemhnaft rnya
adanya pidana menurut eori ini adalah
terletak pada tujuannya.
Pidana dijaruhkan bukan "qui,t
peccatum est" (orang yang membuat
kejahatan), n.1e].ainkan "nee peccetur"
(zupaya orang tidak melahkan kejahatan),
oleh karena itu menurut J. Andeneas, reori
ini dapat disebut s€bagai teori pcrlindungan
masyarakat (the theory of social
defence).
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dengan sengaja oleh orang atau badan yang
memprmyai kekuasaan (ol€h ),ang bevenang)
serta pidana itu dikenakan kspada seseorang
yang telah melakukan tindak pidana, di mana
tindak pidana atau perbuatan tersebut
bertentangan atau dilarang oleh Undang-
Undang.
Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupalGn perbualrn yang
dilakukau oleh seseorang dengan melalarkan
suatu kejahatan atau pclanggaran pidana yang
merugikan kepentingan orang lain atau
merugikan kepentingan umum. Beberapa
sar jana hukum p idana d i  Indones ia
menggunakan istilah yang berbeda-beda
menycbutkan kata "pidana" ada beberapa
sarjana yang meryebutkan tindak pidana,
perbuatan pidana atau delik (Bambang
Poemomo, 1982:86).
Untuk mengetahui pengertian tindak
pidana maka akan diuraikan pendapat sarjana
yang lain baik pengertian perbuatran pidana,
tindak pidam ataupu.r "stralbaar feit".
Penge'tlfi dai strqlboarfeil menulut Pompe
dalam Bambang Poernomo (1982:91)
diberikan:
1 Definisi m€nurut teod memberikan
pen9erlian " s t r alb a ar feil" adalah suatu
pelanggaran terhadap norma, yang
dilalorkan karena kesalahan si pelanggar
dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan
menyelarnatkan kescjahGraan umum.
2. Dcfinisi menurut hukum positif,
menmuskat" s n aJbaar feff' adalah suatu
kejadia[ yang oleh peraturan penndang-
undangandirumuskan sebagai pcrbuatan
yang dapat dihukum.
Menurut Kitab Undang-undaug Hukum
Pidana (KUW) istilai umum yang dipakai
adalah tindak pidana karcna besifat netral, dan
pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif
dan aktil Jadi dapat dikatakan bahwa
pengertian tindak pidana mempunyai arti
perbuatan melawar hukum atau tidak
melalarkan sesuatu yang oleh peratul?n
perundang-undangan di yatakan sebagai
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana.
Selain pendapat-pendapat tersebut di
atas, beberapa pendapat lain yang
dikemukakan oleh para sarjana tentang
peng€rtian tindak pidana atau perbuatan
pidana antara lain :
l. Moeljatno
Perbuatan pida[a adalah perbuatan yang
dilarang oleh aturan hukuq lamnga.n mana
yang disertai dengan ancaman/sanksi yang
berupa pidana tefientu bagi siapa saja yang
melanggar lamngan tersebut, Menentukan
kapal dan hal apa mercka yang telah
melanggar lamngan itu dapat dikenakar/
dijatuhi pidana sebagai mana yang
diancamkan (Moelj atn o, 2002 :3'7 ).
2. Merurut pcndapat Van Hammel dirumuskan
bahwa:
St rclb a a r Ie i t adalah kelakuan orang
yang dirumuskan dalam nel yang bersifat
melawan hukum yang patut dipidana dan
dilakukan dengankesalahan. Sedangkan
Menurut Pendapat Simons Strajbaar feit
a&lahklalrurur (h an de Ii ng) yang diancam
dengan pidana yang bersifat melawan
hul(lrrn yang berhuburgan dengan masalah
kesalahan s€rta dilalorkan oleh oElg-orang
yang mampu bertanggung jawab
(Moeljaho, 2002:37).
Berdasarkanpendapat-pendapat di as
jelas bahwa dalam perbuatan tindak pidana
teF€but di dapatkan unsur-unsur adanya suatu
kejadian terteltu, serta adanya orang-orang
yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat
karena melanggar peraturan perundang-
undangan yang ada dan disertai ancaman /
sanki yang berupa pidana tertenhr bagi siapa
saj yang melanggar peraturan perundang-
,'tr.l,norn f.EFh,,f
Sistem Pembuktian dalam Peradilan
Pidana
R.Subekti, berpendapat bahwa
membuktikan adalah meyakinkan hakirn
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang
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diketemukan dalam suatu persengketaan.
dalam mencapai kebenaran materiil tersebut
tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti
yang sah saja, melainkan juga harus
berdasarkan pada keyakinan hakim. Sebab
walaupun terdapat alat-alat bukti yang sah
menurut Undang-Undang, tetapi apabila
Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa
terdakwa bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan Jaksa kepadanya, maka Hakim
tetap akan rnenjaruhkan purusan bebas dari
segala dakwaan (R. Subekti, 1987:7).
Pada dasamya dalam proses pembuldian
dikenal adanya tiga sistempembuktian, yaitu :
Sistem atau teori pembuktian berdasarkan
Undang-Undang secara positif (posilie/
wettelijk bewilsrhcori.): Sisrem at0u lcori
pembuktian bcrdasarkan Undang-Undang
secara negatif (xegdlieJ wettelijk); Siste:m
atau teod pembuktian berdasar kcyakinan
hakim atas alasan yangloris (laconviction
raisonnee) ( Andi Hamzah,2008:247 -250).
Detail penjclasan bcrbagai s stem atau tcori
pembuktian, sebagai berikut:
l. Sistem atau teori pembukian berdasarkan
Undang-Undang secara positif (posilie/
we t t e I U k bew ij s t h eo r ie).
Menunrt D. Simons, sistematau teori
pembuktian berdasarkan undang-undan g
secara posilif Lr./rilief weuelUk) itri
berusaha untuk menyingkirkan sgmua
pertimbangan subjektif hakim dan
mengikat hakim secara ketat menurut
peraturan-peraturan pembuktian yang
keras. Dianut di Eropa pada waktu
berlakurya asas inkisitor (inquisiloir)
dalam acara pidana (Andi Hamzah,
2OO8:247).
Dalam menilai kel-uatar pembuktian
alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa
sistem atau teori pcmbullian. Pembuktian
yang didasarkan melulu kepada lat-alat
pembuktian yang disebut undang-undang,
maka keyakinan hakim tidak dipcrlukan
sama sekali. Sistem ini discbutjuga teon
pembuktian formal lfornele
bewijstheari).
2. Sistem atau tcori pembuktian berdasarkan
Undang-Undang secara nc gatif (n c g a I i ef
wettelUk).
MenuutAndi Hamzah, HIR maupun
KUHAP menganul sistcm alau rcori
pembuktianberdasarkan u dang-undang
negatif (ne gatief we tI ell). Flal tcrsebut
dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP,
yang menyatakan bahwa Hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada
seomng, kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh ke)akinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwa yang bcrsalah melakukannya
(Andi Hamzah, 2008:247).
Untuk Indonesia, yaDg sekarang
temyata teiah dipetuhankan oleh KUILAP,
Wirjono Prodjodikoro berpendapat
bahwa sjstem pembuktian berdasar
undang-undang secara n gatif (negatieJ
w e I te I U k) sebalkny a dipertahankan
berdasarkan dua alasan, yaitu :
P e r t a m a, mcmang sudah sclayaloya
harus ada keyakinan hakim tentang
kesalahan terdakwa untuk dapat
menjatuhkan suatu hukuman pidana,
janganlah akim terpaka memidana omng
sedangkan hakim tidak yakin atas
kesalahan terdakwa. r(edua, berfaedah
jika ada aturan yang mengikat hakim dalam
menyusun keyakinannya, agar ada
patokan-patokan tertentu yang harus
diturut oleh hakim dalam melakukan
peradilan (Andi Hamzah, 2008:253).
3. Sistem atau teori pembuktian berdasar
keyakinan hakim alas alasan yang logis
(Iaconvic|io raiso nee).
Sebagai jalan tengah, muncul sistem
atau teoriyang disebut pembuktian yang
berdasar keyakinan hakim sampai batas
teftentl.r (laconvic t i o n rai so n n ee').
Menumt eori ini, hakim dapat memutuskan
seseorang bersalah berdasar keyakinannyq
ke1 akinan 5 ang didasorkan kcpada dasar-
dasar pcmbuktian disertai dengan suatu
kesimpulan (corcfu sie) yang bcrlandaskan
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kepada peraturan-pe.aturan pembuktian
tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan
dengan suatu motivasi (Andi Hanzah,
2008:249\.
Hukum Acara Pidana di Indonesra
mengarut sistem pqnbuktian egati{ dalam arti
pemidanaan didasarkan kepadapembuktian
yang berganda, yaitu pada peraturan
perundang-undangan dan pada keyakimn
hakim dan menurut undang-undang, dasar
keyakinan hakim itu bersumberkan pada
peraluran perundang-undangan. Hal ini
didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-
undang Hukurn Acaia Pidana KUHAP) yang
menyatakan bahwa dari dua alat bukti sah ihr
diperoleh keyakinan hakim (Andi Hamzah,
2008:252).
Berdasarkan uraian di atas, dapat
diketahui bahwa di dalam sistem pembuktian
negatif menurut Undang-Undang ini ada
hubungan yang e|at antara keyakinan Hakim
dan alat-alat pembuktian yang sah menumt
Undang-Utrdang. Keyakinan Hakim dapat
diperoleh atau ditimbulkan dari adanya alat-
alat pembuktian yang sah, begitu juga
sebalilcrya lat-alat pembuktian tersebut harus
dapat memberikan keyakinan pada Hakim.
Misalny4 walaupun ada sejunlah saksi naka
Hakim dapat membebaskan terdakwa dari
segala hukuman, sebab bukanlah hal yang
tidak mungkin bahwa saksi-saksi tersebut
adalah orang-orang yang dibayar untuk
menjerwnuskan terdakwa.
Kekuatan Hukum Hasil Laboratorium
Krimilal Sampel Da.ah Sebagai Alat
Bukti Dalam PeDbuktian Tindak Pidana
Narkotika
Pembuktian sampel darah dapat
dilakukan terhadap tersangka tindak pidana
narkotika, karena peoyidik menurut
mempunyai hak untuk morgumpulkan barang
bukti guna melanjutkan berkas tcrsebut ke
penuntut umum, dimana Polisi dinmtutuntuk
mengumpulkan bukti-br.rkti yang selengkap-
lengkapny4 karena apabila bukti tidak cukup
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maka bukti yang sudah dilimpahkan ke
penuntut urnum akan di kembalikan lagi dan
ini akan memperlambat proses dari penjatuhan
hukwn
Oleh sebab itu penyidik harus lebih
profesional agar bukti yang dikumpulkan
dapat membuat ersangka kasus narkotika
dihukum dengan hukuman yang seberat-
bemtny4 mengenai pembuktian sampel darah
dapat dilakukan terhadap tersangka kasus
narkotika dan apabila dihubungkan dengan
KUHAP termasuk ke alat bukti ketemngan
ahli danjuga bisa tenna$k ke dalam alat bukti
petuojutr, dalam hal ini barang bukti penggarti
sebagai petmjuk tetapi untuk pelaku narkotika
harus didapat alat buldi yang lain, biasanya
kalau sampel darah tersangka positif
mengandung narkotika, tersangka tersebut
akan mengaku dan termasuk ke dalam
keterangan terdakwa karena pembuktian
sampel darah adalah alat bukti yang kuat
karena benda dalam tubuh si tersangka
tersebut,jadi dia tidak bisa membantah lagi
karena setelah daralrrya dip€riksa dinlatakan
positif mengandulg narkotika, alat bukti
tersebut akan dibawa ke persidangan guna
menguatkan fakta bahwa si teGangka benar-
benar telah mengkonsumsi narkotika.
Bukti sampel daxah termasuk ke dalam
alat bukti surat karena merupakan surat dari
keterangan seorang ahli, yang menurut
pendapal berdasarkan keahl iannya men genai
sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
sccara resmi daripadanya dan permeriksaan
sampel darah dapat dilakukan karena itu
merupakan wewenang dari pihak penyidik
guna memenuhi unsur alat bukti sepanjang
tidak mengabaikan hak-hak dari tersangka,
seperti yang tercantum di dalam KUHAP,
yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 65
KUHAP). Pasal50 KUHAP: (l) te$angka
berhak segera mendapat pemeriksaan oleh
penyidik dan selanjutnya dapat diajukan
kepada penunhrt umum; (2) tersangka berhak
perkamnya segera dimajukan ke pengadilan
oleh penuntut urnum; dan (3) terdakwa bcrhak
segera diadili oleh pengadilan.
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Berdasarkan Pasal tenebut di atas bahwa
setiap teEangka berhak segera mendapatkan
pemeriksaan dari penyidik dan kaitannya
dengan pemeriksaan sampel darah bahwa
penyidik harus segcra membuktikan apakah
seseorang dapat ditetapkan sebagai tenangka
dengan menggunakan bukti permulaan yang
salah satulya adalah asil pemoiksaan sampel
darah, tetapi dalam pemeriksaan terhadap
tersangka, tersangka dapat didarnpingi oleh
penasihat hukumnya dan kepada seorang
tersangka harus segcra dilaksanakan
penyidtlan rerhadapnya agar berkasnya bisa
segera diserahkan kcpada jaksa penunh-tt
umtr[
Berdasarkan hal di atas bahwa
pemeriksaan sampel darah termasuk e alat
bukti di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat
sudah tepat, karena scsuai dcngan Pasal I 86
(c), yaitu surat keterangan dari seorang ahli
yang menurut pendapat berdasarkan
keat[iannya mengenai sesuatu hal atau sesuahr
keadaan yang diminta secara resml
daripadanya.
Pembuktian dcngan menggunakan
sampel darah dapat dilakukan karena scsuai
dengan Pasal 133 ayat ( I ) KUHAP dimana
penyidik dapat meminta bantuan ket€rangan
ahli untuk membantu proses penyidikan,
dimana di dalam proses penyidikan, penyidik
berwenang unhrk mcngumpulkan bukti yang
selengkaplengkapnya demi memudahkan
proses di pecidangan, akan tetapi walaupun
penyidik berhak mclakukan apapun demi
pengumpulan barang bukti pada tahap
penldikan
Penyidik harus tetap memperhatikan hak-
hak dari tersangka, tidak boleh melakukan
kekerasan dan hal-hal yang melanggar hak-
hak tersangka, dalam hal ini penyidik harus
beke{a lebih profesional, dimaoa semua u}ap
di dalam penyidikan harus dilakukan dengan
b€oar, artinya praduga tak bersalah harus
dikedepankan agar tidak terjadi proses
tuntutan kepada pcnyidik dan hasil
pemeriksaan sampcl damh temasuk ke dalam
alat bukti surat di dalam KUIIAP
Berdasarkan uraian pendapat di atas,
dapat diketahui bahwa penyidikan dengan
meng$uEkan pernbuktian sampel darah dapat
dilakukan sesuai dengan Pasal 133 KUHAB
di mana penyidik dapat meminta keterangan
dari seorang ahli dan pemeriksaan sampel
darah teNebut dimasukan ke dalam alat bukti
sumt karena keteralgan ahli tersebut berupa
surat yang dia buat sendiri. Berdasarkan
keahlianny'a- Hal tcmcbut di atas sesuai dcngan
Pasal 133 ayat (l) dan (2) KUHAP, yaitu :
(l) Dalam hal penyidik untuk kepentingan
peradilan menangani seorang korban baik
luka, kemcunar ataupun mati yaDg diduga
karena peristiwa yang merupakan tindak
pidar4 ia berwenang mengajukan p€rmintaan
keterangan ahli kepada ahli kedoktcran
kebakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
dan(2)Permintaanketerdnganal isebagaiman
dimaksud alam ayat ( I ) dilakukan secara
tertulis, )ang dalam sumt itu disebu&an dengan
tegas untuk pemeriksaan luka atau
pemeriksaan mayat dan atau pemedksaan
bedah mayat.
Dalarn proses pemeriksaan sampel darah
termasuk e dalam alat bukti Pasal 184
KUHAP yaitu keterangan ahli, karena hanya
yang ahlinya yang dapat melakukan
pemeriksaan sampel darah, sesuai dengan
Pasal I33 ayar ( l) KU HAP yang bcrbunyi
dalam hal penyidik untuk kepentingan
peradilan menangani seorang korban baik
luka, k€racunan ataupun mati yang diduga
karena peristiwa yang merupakan tindak
pidan4 ia berwenang mengajukan permintaan
keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
Bahwa hasil pemcriksaan sampel danh dapat
dljadikarr buki pernulaan dalam menentukan
terjadinya tindak pidana narkotika dan hasil
pem€riksaan sampel darah termasuk kc alat
bukti surat.
Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel
darah dapat dijadikan buki dalam menetapkan
seseorang menjadi tcrsangka kasus
penyalahgunaan narkotikd. dalam hal ini
sebagai pemakai dan proses pengambilan
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sampel darah termasuk ke alat bukti surat
karora hasil pogambilan sampel darah berupa
surat. Berdasarkan uraian di atas, dapat
diketahui bahwa kekuatan hukum hasil
laboratorium kriminal sampel darah sebagai
alat bukti termasuk ke dalam alat bukti surat
karena merupakan surat dari keteaangan
seorang ahli, yang menurut pendapat
bcrdasarkan keahliamya mengenai sesuatu hal
atau sesuafu keadaan yang diminta secara
resmi daripadanya dan permerikaan sampel
darah dapat dilakukan karena itu merupakan
wcwenang dari pihakpenyidik guia memenuli
tmsur alat bukti sepanjang tidak mengabaikan
hak-hak dari tersangk4 hal ini sesuai dengan
Pasal 133 KUHAB di manapenyidik dapat
meminta keterangan dari seorang ahli dan
p€meriksaan sampel darah tqrsebut dimaslkan
ke dalam alat bukti surat karena ketcraflgan




Berdasarkan pembahasan telah di
uraikan di atas, maka dapat ditarik bcberapa
kesimpulan, sebagaiberikut :
1. Peran Penyidik Unit Narkoba terhadap
analisa pembuktian sampel darah dalam
perkara tindak pidana narkotika dan
psikotropika didasarkan pada ketontuan
Pasal 7 ayat (l ) huuf (e) KUHAP dan
Pasal 16 a)€t(l ) huruf(e) Undang-Undang
No.2 Tahun 2002, sedangkan dalam
proses pemeriksaan sampel darah
berpedoman pada Keputusan Mentefl
Kesehatan No.923,Menkes/SI(X/2009
tentang Petunjuk Teknis Laboratorium
Pemeriksa Narkotika dan Psikohopika
Projustitia. Peran Unit Narkoba Polda
Lampung terhadap analisa pembuktian
sarnpel darah dalarn perkara tindak pidana
narkotika dan psikotropika yaitu setelah
darah tersangka diambil oleh dokter,
kemudian darah tersebut dimasukan ke
dalam tabung yang l gsinya mencegah
agar darah tidak tertukar dengan darah
orang lain, tabung diberi nama tersangka
oleh tersangka sendiri.lalu dimasukan ke
termos dan diberi es serta disegel dan dilag
unnrl di bawa ke Labfor Mabes Polri
dengan membawa surat permintaan
pemeriksaan secara Iaborarorium dari
Direktorat Narkoba Polda ditujukan
kepada Kepala Puslabfor Mabes Polri.
2. Kendala-kendala Penyidik Unit \arkoba
terhadap analisa pembuktian sampel darah,
antara lain :
a. Peraturan perundang-undangan, di
mana dalam Undang-Urldaltg
Narkotika penyidiJ< diberi waktu 4 hari
dalam menangkap sgseorang yang
dicurigai menggunakan narkotika" disini
penyidik mengalami kesulitan
dikarenakan pemeriksaan sampel darah
harus dilakukan di Labfor Mabes Polr
dimana mgmbuhrhkan wal(u yang lama
apalagi bila kondisi tidak bersahabat.
seperti macel" banjir danjuga pada saat
pemeriksaan sampel darah di Labfor
Mabes Polri terkadang penyidik dari
PenyidikUnitNarkobaharusmenunggu
giliran karena banyakdari daerah lain
yang juga melakukan proses
pemeriksaan sampel darah.
b. Penegak hukum, keterbatasan persorcl
dari Unit Narkoba Kepolisian Daerah
Lampung menjadi salah satu kendala
dikarenakan kejahatan narkotika
semakinmaml denganjunlahpeNonel
yang terbatas akan menghambat proses
penyidikan yang pada akhimya nanti
menyebabkan kurang lengkapnya
barang bukti yang dikumpulkan.
c. Fasililas. tidak leNedianya labfor unuk
pemeriksaan sampel darah sehingga
menyebabkan setiap kasus narkotika
yang ditangani oleh Pen)idik Unit
Narkoba. maka pemerilsaan sampel
darahnya harus dilaksanakan di luar
Lampung, yainr di Labfor Mabes Poln,
hal ini menyebabkan biaya yang
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dikeluarkan banyak kareta untuk
tmnsportasi dan akomodasipenldik e
Jakarta yang tcrkadang uang tersebut
berasal dari penyidik, kemudian setelan
inr diganti oleh Penyidik Unit Narkoba.
b. Budaya hukum masyarakat, masyarakat
kurang peduli terhadappenyalahgunaan
narkotika, apabila hal tersebut tidak
menyangkut kcselamatan atau keluarga
mereka, apalagijika orang lain yang
mqgalarninya
2. Kekuatan hukum hasil laboratorium
kriminal sampel darah sebagai alat bukti
dapat dikategorikan alat bukti surat, sebab
hasil pemeriksaan sampel darah ters€but
berbenhrk surat dan keLrratan pembuktian
dari sampcl damh sangat Lrat karena buktl
tersebut ada di dalam tubuh seseorang
yang dicurigai mcnggunakafl narkotika.
Proses peme ksaan sampel darah bisa
dilakukan oleh penyidik, sebab penyidik
bertugas rmtuk mcngurnpulkan bukti yang
banyak agar di pcrsidangan si tersangka,/
terdakwa dapat dihukum dengan seberat-
bcratnya, proscs pemeriksaan sampel
darah dapat dilakukan sepanjang tidak
melanggar hak-hak tcNangka.
Saran
1 Diharapkan agar lebih meningkatkan
profesionalitas, kuantitas dan kualitas
Sumber Daya Mamrsia yang pada athimya
akan membantu pada proses penyidikan.
2. Diharapkan pemcrintah dapat memberikan
dana tambahan kcpada penyidik Unit
narkoba guna memaksimalkan hasil
penyidikan" scbab untuk memberantasnya
diperlukan biaya yang besar. Biaya tersebut
harus dikeluarkan guna mcndapatkan hasil
yang maksimal pada tahap penldikan.
3. Diharapkan agar masyaralat lebih proaktif
membanhr polisi dalaln memberanas tindak
pidana narkotika dan psikotropika, dimana
masyarakat harus mclaporkan jika mclihat
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